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BAB V 

Pendapat Hukum dan Rekomendasi Hukum 

 

A. Pendapat Hukum 

 

Kegiatan mining cryptocurrency merupakan hal baru dalam perkembangan 

teknologi digital, dimana dapat mencari uang dengan menggunakan sebuah alat 

untuk melakukan mining di dunia maya dan mendapatkan hasil cryptocurrency 

yang di mining. Bahwa kegiatan mining crypocurrency tersebut belum diatur 

dalam peraturan perundang- undangan, dalam kegiatan tersebut tidak 

menimbulkan akibat hukum karena belum ada peraturan yang megatur. 

Hasil mining yang didapat dari kegiatan ini yang berbentuk aset crypto, 

memiliki bentuk peraturannya yang diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto 

(Crypto Asset) di Bursa Berjangka, dalam peraturan tersebut pemegang aset 

kripto dapat melakukan transaksi jual-beli asetnya secara legal. Dengan 

peraturan tersebut membuat para pemegang aset kripto yang menyimpannya di 

bursa yang memiliki izin dari Bappebti, mendapat perlindungan hukum atas 

kepemilikan aset tersebut.  

Dasar pengenaan pajak terhadap kegiatan mining tersebut dapat ditujukan 

kepada wajib pajak orang pribadi sebagai  miner. Dalam kegiatan ini miner 

sebagai seseorang yang melakukan mining, mendapatkan pertambahan 

penghasilan dari mining tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang 

Nomor 36 Tahun 2008, menjelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, 

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Hasil mining masuk 

kedalam objek pajak penghasilan, karena cryptocurrency memiliki nilai 

ekonomis yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan orang pribadi. 

Walaupun kegiatan mining cryptocurrency tersebut merupakan kegiatan yang 
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belum memiliki peraturan yang legal, akan tetapi hasil dari mining tersebut 

merupakan objek dari pajak penghasilan. Penghindaran atas pembayaran atau 

penundaan pajak dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif 

maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang 

berlaku. Dalam hal ini wajib pajak harus tetap melaporkan surat pemberitahuan 

tahunan (SPT) kepada kantor pajak atas penerimaan penghasilan yang diperoleh. 

Alat pembayaran yang sah digunakan di Indonesia merupakan mata uang 

Rupiah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 

Uang dalam ayat (2). Indonesia tidak mengakui mata uang lain selain Rupiah 

dalam proses transaksi. Penggunaan virtual currency juga dilarang 

penggunaannya dalam proses transaksi di Indonesia. Larangan tersebut 

tercantum dalam Pasal 34 a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016. 

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia merupakan tindakan 

ilegal yang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa:  

a. teguran;  

b. denda;  

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem 

pembayaran; dan/atau  

d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. 

 

B. Rekomendasi 

Kegiatan mining yang dilakukan oleh Udin merupakan kegiatan yang belum 

ada peraturan hukumnya. Dalam kegiatan tersebut Udin dapat dikatakan 

melakukan kegiatan ilegal, akan tetapi kegiatan tersebut juga tidak dapat 

dilarang karena tidak ada peraturan yang melarangnya. Udin masih dapat 

melakukan kegiatan tersebut sepanjang tidak ada peraturan yang melarang 

kegiatan mining. Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Tiada suatu 

perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam 

hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak 

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan 
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terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini diselaraskan dengan asas non 

retroaktif, atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku 

surut. Kegiatan mining cryptocurrency yang dilakukan oleh Udin tidak dapat 

dikenai sanksi pidana, karena belum ada peraturan yang mengatur. Hasil dari 

mining cryptocurrency yang dilakukan Udin sudah memiliki perlindungan 

hukum atas kepemilikan aset crypto, karena aset tersebut sudah memiliki bursa 

perdagangan yang diawasi oleh Bappebti.  

Pemblokiran rekening bank yang dilakukan oleh kantor pajak merupakan 

bentuk sanksi yang diberikan kepada Udin. Udin sebagai wajib pajak harus 

memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Udin harus melaporkan surat 

pemberitahuan tahunan (SPT) kepada kantor pajak, karena penghasilan yang 

ia dapat sudah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan 

membayarkan denda dan bunga yang tertuang dalam surat penagihan pajak 

yang diterima Udin, maka pemblokiran rekening yang dilakukan oleh kantor 

pajak dapat dibuka kembali.  

Pembayaran yang dilakukan oleh Udin kepada Agung saat melakukan 

transaksi pembelian alat mining dalam bentuk Bitcoin, tidak sah menurut UU 

Mata Uang Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dan ). Pada  Pasal 8 ayat 2 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial (fintech), Bank Indonesia menjelaskan bahwa virtual currency 

dilarang digunakan oleh penyelenggara teknologi finansial. Indonesia hanya 

mengakui Rupiah dalam setiap proses transaksi yang terjadi di Indonesia. 

Virtual currency bukan mata uang yang diakui di Indonesia. Transaksi jual beli 

yang dilakukan oleh Udin dan Agung tersebut tidak sah, karena tidak sesuai 

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembelian 

tersebut dapat dinyatakan batal karena tidak melakukan pembayaran dengan 

mata uang yang sah.  
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